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PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Sry

o~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Desember 1975,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten
Kubu Raya, Desa Arang Limbung, Sungai Raya,
Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada H. Anwar, S.H., M.H.
dan Edwin Rommel, S.H., advokat pada Kantor
Advokat H. Wan Anwar dan Rekan yang beralamat
di Jalan lIrian No. 1 Pontianak Selatan Kota
Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sungai Raya dengan Nomor
54/SK/P/2020/PA.Sry tanggal 25 November 2020,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Maret 1965, agama
Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, Desa
Arang Limbung, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya,

Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan
pada 1 Maret 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/025/111/2016;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di
kediaman TERGUGAT di Jalan Adi Sucipto, Gang Wonodadi I, Gang
Podorukun 6, RT. 008 / RW. 010, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,;

3. Bahwa dari pernikahan dengan TERGUGAT telah dikarunia 4 (empat) orang
anak yaitu :

3.1. Anakl (26 tahun);

3.2.  Anakll ( 24 tahun);
3.3.  Anaklll ( 14 tahun);
3.4. ANak IV (12 tahun)

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik
saja (harmonis) namun sejak beberapa terakhir tahun ini rumah tangga
PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai kurang harmonis karena sering terjadi

pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
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4.1. Bahwa ketidakharmonisan dikarenakan adanya kesalahpahaman dan
tidak ada kecocokan;

4.2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2020, TERGUGAT menuduh
PENGGUGAT mengambil uang pensiunan BCA milik TERGUGAT dari
lemari pakaian, dibantahkan oleh PENGGGAT merasa tidak mengambil
ternyata 2 minggu kemudian ditemukan oleh PENGGUGAT di lantai
lemari;

4.3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, PENGGUGAT menghadiri acara
pengajian rutin bulanan untuk memperingati Mualid Nabi di Mushola
Habib Abdullah Ridho sampai jam 23.00 wib;

4.4. Bahwa dalam perjalanan pulang, PENGGUGAT berhenti sebentar
dijalanan untuk menerima pembayaran baju seragam dan pin ormas,
PENGGUGAT sampai dirumah sekitar jam 24.00 wib;

45. Bahwa TERGUGAT marah-marah ke PENGGUGAT dikarenakan
pulangnya larut malam dari biasanya sehingga terjadinya pertengkaran
yang mengakibatkan :
¢ Handphone PEGGUGAT direbut oleh TERGUGAT;

e TERGUGAT memukul PENGGUGAT mengenai bagian muka
sebelah kiri sehingga menyebabkan merabh;

e TERGUGAT tidak mau menerima penjelasan PENGGUGAT;

e TERGUGAT meminta semua kegiatan PENGGUGAT dihentikan dan
harus sepengetahuan atau izin dari TERGUGAT;

e PENGGUGAT minta handphone dibalikkan untuk membuat laporan
atas pembayaran diterima malam itu;

e PENGGUGAT mengatakan minta cerai, TERGUGAT menanggapi
membolehkan.

5. Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut mengakibatkan rumah tangga

PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagian lahir dan bathin

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan waramah sudah sulit dipertahankan lagi;
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Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang sendiri
menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam
perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan
untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun
2016, dengan mediator Ai Susanti, S.H.l., namun upaya tersebut juga tidak
berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 08 Desember
2020;

Bahwa, Tergugat pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakil’/kuasanya meskipun telah diperintahkan untuk hadir baik dalam berita acara
persidangan tertanggal 1 Desember 2020 maupun dipanggil dengan surat
panggilan (relaas) Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 9 Desember 2020 yang
dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya
dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk

umum;
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Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengar, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
6112xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos
(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda
P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/025/111/2016 tanggal 01 Maret
2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen),
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, di depan
sidang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tahun tahun 2016 yang lalu;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat PENGGUGAT dan

TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman TERGUGAT di Jalan Adi
Sucipto, Gang Wonodadi |, Gang Podorukun 6, RT. 008 / RW. 010,
Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Raya;
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— Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4
orang anak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2020 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa
rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah kesalahpahaman dan rasa tidak percaya Tergugat
terhadap Penggugat yang mengakibatkan terjadinya Kekerasan dalam
rumah tangga;

— Bahwa kurang lebih 1 bulan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman
bersama, dan sekarang tinggal bersama abang kandungnya dan
selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan
memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan

selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang

saksi di persidangan, Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan
sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya

tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para
pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum
Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016, para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ai Susanti,
S.H.l.,, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 08
Desember 2020;

Menimbang, bahwa setiap memulai persidangan, Majelis Hakim telah
menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar
diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus yang disebabkan karena kesalahpahaman dan
ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan hingga gugatan
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diajukan, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalii Penggugat tersebut Tergugat tidak
dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di
persidangan sekalipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah, dan ternyata
tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya
perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini
dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan
haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari
bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283
RBg. Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan satu orang saksi yang telah dicatat
dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai
ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, (P1) dan (P2) tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) dan
(P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang
sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk
mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang
sebagai saksi yang keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta

pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi
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syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175
RBg serta Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga akan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, oleh karena Penggugat hanya dapat menghadirkan seorang
saksi saja, maka sesuai dengan asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi
bukanlah saksi), keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat diterima karena
tidak mencukupi syarat minimal pengajuan alat bukti berupa saksi, sehingga untuk
mencukupkan alat bukti yang sudah ada agar memenuhi syarat formil, Majelis
Hakim membebankan kepada Termohon untuk mengucapkan sumpah tambahan
(Suppletoir) dengan rumusan sumpah seperti yang tertera dalam Berita Acara
Sidang penetapan ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni
2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi
dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
gevolg) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum
(vreem de oorzaak) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang
mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat
pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat testimonium de auditu
sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat
serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai
berikut:

— Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
kesalahpahaman dan rasa tidak percaya Tergugat terhadap Penggugat
sehingga mengakibatkan terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga;

— Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2020, Penggugat

dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
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— Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan
kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2020 tidak
harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan kesalahpahaman dan
rasa tidak percaya Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan terjadinya
Kekerasan dalam rumah tangga dan berakibat pada pisah tempat tinggal sejak
November 2020 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan
suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak,
maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran
menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3).
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah

memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2020 hingga berakibat
pada terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran tersebut,
Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama bulan November 2020, dan
tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk
terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang
dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak
sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur
kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali
persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui
mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil,
dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
(suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya
mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan
menyayangi (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana diisyaratkan dalam
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat

Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Y I b &) Aad )y 335a AKih Jadp Leall 15N B9 A6eadl (ha 280 (§IA AT Grag
Q38D a5
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Artinya:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir’;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah
satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai
suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin
ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan
sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan
sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah
mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka disini sudah
ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi
sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak
bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh
dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan
ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat
buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara
psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga
yang telah kehilangan sakinah, mawadah warrahmah (kedamaian jiwa dan
ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa
penyebab dan dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534
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K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah
tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah
tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka
dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat
mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia, tenteram, kekal, dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah)
sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat
21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam
kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai

alas hukum berbunyi:

Aalh .l ddde (sl Lga g3l doa o 3N Al aae 23N 13)
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai
ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.l. dan Rasmi Nindita, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H..
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I. Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp150.000,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai: Rp 6.000,00

Jumlah:Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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